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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 26 F /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI KAWASAN BERNILAI PENTING
BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk penetapan kawasan bernilai penting bagi
konservasi keanekaragaman hayati, perlu untuk mengetahui
keberadaan, kondisi, status, dan kebijakan pengelolaan
bentang alam suatu kawasan dalam bentuk dokumen
Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman
Hayati;

bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi
pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan
pengelolaan secara terpadu, dan untuk menunjang dalam
pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009
tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di
Daerah, perlu membentuk Tim Identifikasi Kawasan Bernilai
Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Kabupaten
Tabalong Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29
Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman
Hayati Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 10 Tahun 2020
tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daeah Kabupaten Tabalong
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor
08);
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Identifikasi Kawasan Bernilai Penting Bagi
Konservasi Keanekaragaan Hayati Kabupaten Tabalong Tahun
2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi pengumpulan data serta merumuskan
pengertian kawasan bernilai penting bagi konservasi
keanekaragaan hayati Kabupaten Tabalong;

b. menyusun dan mengidentifikasi kawasan bernilai penting
bagi konservasi keanekaragaman hayati;

c. menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi
keanekaragaman hayati;

d. menyusun kebijakan pengelolaan kawasan yang memiliki
nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati;

e. memberikan masukan kepada pihak perlindungan
pengelolaan lingkungan hidup selaku tenaga ahli dalam
penyusunan dokumen kawasan bernilai penting bagi
konservasi keanekaragaman hayati; dan

f.  melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati Tabalong.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung |

pada tanggal ©& Fv/ 023,

BUPATI TABALONG{

b"ANANG SYAKHFIANI IA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.




SUSUNAN KEANGG
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI KABU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 263 /2023

TANGGAL O yuni 967

OTAAN TIM IDENTIFIKASI KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI
PATEN TABALONG TAHUN 2023

No. Jabatan Dalam Dinas/Instansi Jabatan Dalam Ket.
Tim

1. | Bupati Tabalong Pembina

2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua

4. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakil Ketua
Tabalong

5. | Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Sekretaris
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

6. | Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Anggota
Universitas Lambung Mangkurat (Tenaga Ahli)

7. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Anggota
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabalong

8. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Anggota
Ruang Kabupaten Tabalong

9. |Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Anggota
Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Anggota
Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten
Tabalong

11. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Anggota
Pariwisata Kabupaten Tabalong

12. | Kepala Kantor Pengelolaan Hutan Kabupaten Anggota
Tabalong

13. | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Anggota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Nilly Raihani ,S.Si)

14. | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Anggota

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Sri Hilma Hidayah, S.Si)
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15. | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Anggota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Iid Moh.Abdul Wahid, S.Si, MIL)
16. | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Anggota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Eka R. Verawati M, S.Si)
17. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Anggota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Suhaimi, SKM)
18. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Anggota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Nahliyana Anita, SKM)
19. | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Anggota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
(Sri Normiati, SKM)
20. | Forum Komunitas Hijau Kariwaya Anggota
21. | LSM Perkumpulan Pusaka Anggota
22. | LSM Langsat Anggota
23. | LSM Rumah Borneo Anggota
BUPATI TABALONG, /

* ANANG SYAKHFIANI /K




